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BAB 1

Pendahuluan

A. Latar Belakang Masalah

Hukum humaniter internasional (HHI) dan Hukum Hak Asasi Manusia
(HAM) memiliki keterkaitan yang sangat erat, dimana keduanya punya tujuan
yang sama melindungi dan memperjuangkan nilai-nilai kemanusiaan Hal
ini terlihat dari penggunaan nomenklatur humanitarian juga human right.
Tidak heran kiranya ketika kemudian sering ada yang salah paham mengenai
keduanya, menganggap bahwa HHI itu adalah hukum HAM, dan sangat kaget
ketika mengetahui bahwa HHI adalah hukum perang.

Salah satu perbedaan HHI dan Hukum HAM adalah bahwa HHI
berlaku pada situasi konflik bersenjata, adapun hukum HAM berlaku pada
situasi damai. Meskipun demikian kedua hukum ini punya titik singgung

yang kental, dimana pada saat konflik bersenjata ketentuan-ketentuan inti dari
hukum HAM tetap berlaku.

Beberapa hal yang dapat dicontohkan misalnya, pertama: pada saat
konflik bersenjata seringkali HAM dilupakan. Hampir tidak pernah diangkat
isu bahwa perusakan ladang-ladang, pabrik-pabrik atau tempat mata
pencaharian penduduk sipil telah melanggar hak ekonomi mereka, yang
berujung pada kesulitan memenuhi hak atas pangan mereka. Tidak hanya hak
atas pangan tapi juga hak atas air yang bersih, lingkungan yang sehat , hak
atas pendidikan, hak atas pekerjaan, termarjinalkan, sedikit sekali perhatian
pada hal tersebut. Selama ini masyarakat internasional hanya fokus pada
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pelanggaran fisik seperti pembantaian penduduk sipil, genocide, penyiksaan
tawanan perang dan berbagai tindakan kekejaman di luar batas kemanusiaan,
tapi abai terhadap hak-hak ekonomi, sosial dan budaya.

Kedua: pada masa transisi dari konflik bersenjata ke perdamaian
seringkali HAM juga diabaikan. Bagaimana perlindungan terhadap para
pengungsi akibat konflik bersenjata baik non-international armed conflict
maupun international armed conflict. Bagaimana transitional justice diterapkan
juga sering luput dari perhatian.

Ketiga: baik hukum HAM maupun HHI, dewasa ini juga mengalami
perkembangan yang sangat pesat, khususnya akibat perkembangan teknologi
modern persenjataan, dimana perspektif kemanusiaanpun masuk sebagai
parameter legalitas penggunaan senjata modern tersebut.

Hukum humaniter juga erat sekali kaitannya dengan hukum Islam.
Nilai-nilai Kemanusian pada saat konflik bersenjata atau bahkan pada masa
transisi tidak lepas dari kontribusi hukum kodrati juga hukum agama. Islam
sangat berkontribusi pada perkembangan hukum humaniter khususnya terkait
bagaimana perilaku saat perang dilakukan juga persenjataan yang dibolehkan.
Islam melarang penyiksaan terhadap tawanan perang. Islam melarang
kekerasan terhadap perempuan, anak-anak, dan mereka yang telah menyerah.
Islam sangat peduli terhadap kejujuran dan kesatriaan saat konflik bersenjata.
Islam melarang tindakan di luar batas perikemanusiaan. Bahkan Islam sudah
sangat concern terhadap masalah perlindungan hak atas lingkungan saat terjadi
konflik bersenjata, jauh sebelum masyarakat internasional peduli terhadap hal
ini.

Sampai saat ini masih sangat sedikit referensi yang menggabungkan
hukum HAM, HHI dan hukum Islam sekaligus dalam menganalisis konflik
bersenjata di abad 21 oleh karenanya penulis sangat tertarik untuk mengangkat
isu kontekstualisasi HAM dan Humaniter: Perspektif Hukum Internasional
dan Hukum Islam.

B. Rumusan Masalah
Berangkat dari paparan di atas buku ini bermaksud menganalisis secara
mendalam permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana hubungan hukum HAM, Hukum Humaniter Internasional,
dan hukum Islam saat konflik bersenjata dan di masa damai?
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2. Bagaimana perkembangan prinsip hukum HAM, Hukum Humaniter
Internasional, dan hukum Islam menghadapi tantangan kompleksitas
perang di abad 21?

C. Metode penelitian

Penulisan buku ini didukung penelitian yang menggunakan metode
yuridis normatif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan konseptual,
pendekatan historis, juga perbandingan. Pengumpulan data dilakukan melalui
library research untuk mendapatkan bahan hukum primer maupun sekunder
yang relevan dengan topik dan permasalahan yang menjadi tema besar buku
ini. Selanjutnya bahan-bahan hukum yang didapatkan akan dikelompokkan
sesuai dengan pokok-pokok bahasan masing-masing dan akan dianalisis
menggunakan analisis deskriptif analitis. Hasil penelitian akan disajikan
dalam beberapa book chapter meliputi bab pendahuluan, jus ad bellum dan
jus ad bello, perkembangan prinsip-prinsip utama hukum humaniter dan
HAM; internasionalisasi konflik bersenjata; legalitas modernisasi teknologi
perang, perlindungan HAM saat konflik bersenjata dan di masa transisi; serta
penegakan HHI. Kesemua bagian buku ini akan memuat perspektif hukum
HAM, HHI dan hukum islam.

Buku ini terdiri dari 4 (empat) bab. Bab I membahas mengenai
pendahuluan dengan rincian sub pembahasan berupa latar belakang penulisan,
rumusan masalah, dan metode penelitian. Bab II membahas Hubungan antara
Hukum Humaniter dan Hukum Hak Asasi Manusia serta hukum Islam. Dalam
Bab ini dibahas mengenai definisi, istilah, dan ruang lingkup dari Hukum
Humaniter dan Hukum HAM, Sejarah Hukum Humaniter dan Hukum HAM,
hubungan antara Hukum Humaniter dengan HAM, serta relevansi Hukum
Islam dalam perkembangan Hukum Humaniter dan HAM.

Bab III membahas sumber hukum humaniter yaitu Jus Ad Bellum dan
Jus Ad Bello. Dalam bab ini akan dikupas mengenai konsep dasar keduanya,
praktik perkembangan self defence/pembelaan diri, serta konsep pembelaan
diri dalam Islam.

Bab IV dalam buku ini membahas perkembangan prinsip-prinsip
utama Hukum Humaniter dan HAM Internasional. Dalam bab ini dibahas
perkembangan prinsip hukum humaniter serta hukum HAM Internasional.
Selain itu, juga akan dijelaskan mengenai prinsip-prinsip hukum humaniter
dan HAM dalam Islam.
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